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Mengingat

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

. bahwa susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis

daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, tidak sesuai
lagi dengan keadaan, perkembangan, kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua



10.

11.

12.

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4844);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola
Perbatasan di Daerah;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
LEMBAGA LAIN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b =

Daerah adalah Kota Batam.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam
Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah
sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai

pelaksanaan dari ketentuan Perundang-undangan dan
tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan
sebagai Perangkat Daerah. ]

Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah antara
Negara.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan
penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap menerima
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu
tempat.

. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari

unsur-unsur tenaga teknis dibidang terkait yang
mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan yang bertanggungjawab kepada kepala Badan
melalui Kepala Bidang.

10.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT

adalah unit pelaksana teknis pada lembaga teknis
daerah atau lembaga lain untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kecamatan.



11.Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun
seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan
perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-
cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat
demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral,
produktif dan bertanggungjawab.

12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

13.Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh  oleh  pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam  rangka  mendukung  kelancaran  tugas
pemerintahan pada lembaga teknis daerah.

14.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.

15. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan berita
rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep,
teori dan seni dari ilmu kripto berserta ilmu pendukung
lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten
serta terikat pada profesi sandi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari :

a. Badan, meliputi :

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

B

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;

@

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

>

Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

o

Badan Komunikasi dan Informatika;

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; dan

7. Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan
Daerah;



(3)

()

(2)

b. Kantor, meliputi:
1. Kantor Pemuda dan Olah Raga; dan
2. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

b. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI).

Pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain yang
berbentuk Badan, dapat dibentuk unit pelaksana
teknis.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan
unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai
tugas melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi kebijakan
Daerah dibidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH).

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH);

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi tugas sesuai lingkup
tugasnya,

d. Melakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
pada tingkat Daerah;dan



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan; '
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan,
membawabhi :

1) Sub Bidang Teknis Amdal;
2) Sub Bidang Evaluasi Amdal;
d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, membawahi :

1) Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir
dan Laut;

2) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan;
e Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahi :
1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
2) Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan;
f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi:
1) Sub Bidang Penaatan Lingkungan;
2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang
kepegawaian dan pendidikan pelatihan, dipimpin oleh



(3)

(1)

seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian
dan pendidikan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
dan pendidikan pelatihan,;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan terdiri dari :

[

a.Kepala Badan,;

b.Sekretaris, membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,
2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
c. Bidang Pengadaan dan Kepangkatan, membawahi :
1) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
2) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi;
d. Bidang Informasi Kepegawaian, membawabhi :
1) Sub Bidang Data dan Arsip Kepegawaian;

2)Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data
Kepegawaian;

e. Bidang Pengendalian dan Penghargaan, membawahi :

1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian
Kepegawaian;

2) Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan;
f. Bidang Pendidikan Pelatihan, membawahi :

1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Struktural dan
Fungsional,;

2) Sub Bidang Pendidikan Formal;



(2)

(1)

(2)

(1)

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlampir dalam lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa
dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebjjakan teknis dibidang kesatuan
bangsa dan politik;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawabhi;
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,
membawahi;

1) Sub Bidang Bina Ideologi;



(2)

(1)

(2)

2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi,

1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan
Orang Asing dan Lembaga Asing;

2) Sub Bidang Penanganan Konflik.

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi ;

1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya,;

2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan
dan Ekonomi.

f. Bidang Politik, membawabhi,

1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan
Pendidikan Politik;

2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan
Fasilitasi Pemilu.

g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir dalam
lampiran [III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung
tugas Walikota dibidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana, dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana mempunyai  tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah  dibidang pemberdayaan  perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana,



b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 '
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri
dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
membawabhi :

1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Organisasi
Perempuan;

2) Sub Bidang Partisipasi Organisasi Perempuan;
d. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawabhi :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Aktivitas Gender;

2) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Gender;

e. Bidang Perlindungan, Penyuluhan Perempuan dan
anak, membawahi :

1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

2) Sub Bidang Penyuluhan Hak Perempuan dan
Anak;

f. Bidang Keluarga Berencana dan  Kesehatan
Reproduksi, membawabhi :

1) Sub Bidang Keluarga Berencana,
2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
g. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga;
h. Unit Pelaksana Teknis;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam lampiran IV



(2)

(3)

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Badan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pendukung tugas Walikota dibidang komunikasi,
informatika, dan persandian dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah  dibidang komunikasi, informatika dan
Persandian.

Badan Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi
informatika, dan Persandian;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya,;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan  Organisasi Badan  Komunikasi dan
Informatika, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
c. Bidang Informatika, membawahi :
1) Sub Bidang Infrastruktur dan Perangkat
Informatika;
2) Sub Bidang Aplikasi e-government Perangkat
Informatika;
d. Bidang Pos, Penyiaran, dan Telekomunikasi
membawahi :



(2)

(2)

1) Sub Bidang Pos dan Penyiaran,;
2) Sub Bidang Telekomunikasi ;
e. Bidang Informasi Publik dan Dokumentasi

membawahi:

1) Sub Bidang Penerangan Masyarakat dan Media
Informasi; '

2) Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi;

f.Bidang Persandian dan Pengolahan Data membawabhi :

1) Sub Bidang Perangkat dan Administrasi
Persandian; '

2) Sub Bidang Pengolahan data informatika;
g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terlampir dalam lampiran V dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur pendukung tugas Walikota
dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  dibidang
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
dan non perizinan,;

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
dan non perizinan;

+

d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan
non perizinan;



g.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai tugas dan fungsinya.

Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a.
b.

Kepala Badan,;
Sekretaris, membawahi : ,

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evéluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi,
membawaht:

1) Sub Bidang Promosi Investasi;

2) Sub Bidang Kerjasama Investasi;
Bidang Data dan Informasi Investasi, membawahi ;

1) Sub Bidang Data Investasi,

2) Sub Bidang Informasi Investasi,
Bidang Pengawasan dan Pengaduan, membawahi :
1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendallian;

2) Sub Bidang Pengaduan;
Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, membawahi:
1) Sub Bidang Perizinan Ekonomi;

2) Sub Bidang Perizinaﬁ Sosial;

Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup, membawahi:

1} Sub Bidang Perizinan Pembangunan;

2) Sub Bidang Perizinan Lingkungan Hidup;
Tim Teknis
Unit Pelaksana Teknis;

Kelompok Jabatan Fungsional.



(2)

(1)

(2)

(3)

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam lampiran VI
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah
(BP3D) merupakan unsur pendukung tugas Walikota
dibidang Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan
daerah yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan
perbatasan dan pertanahan daerah.

Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah
(BP3D) dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
dibidang pengelola perbatasan dan pertanahan
daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya,;

d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum
kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

e. Penyusunan dan penetapan rencana aksi
pembangunan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan di daerah;

f. Pengoordinasian penetapan kebijakan dan
pelaksanaan  pembangunan, pengelolaan  serta
pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan
perbatasan di Daerah;

g. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan
dan pengamanan batas wilayah Negara di Daerah;

h.inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi
penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan,
sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya
kawasan perbatasan di Daerah;



(1)

penyusunan program dan kebijakan pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan dan sarana
lainnya di kawasan perbatasan di Daerah;

. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan

batas wilayah Negara di Daerah dan kawasan
perbatasan sesuai dengan skala prioritas;

. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan
perbatasan di Daerah; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan
Pertanahan Daerah, terdiri dari :

a.
b.

g.

Kepala Badan;

Sekretaris, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

. Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi

Kawasan, membawahi :
1} Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara;

2) Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan; .

.Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dan

Kerjasama, membawahi:
1) Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;

2) Sub Bidang Kerjasama Perbatasan;

. Bidang Penataan Pertanahan, membawahi :

1) Sub Bidang Penatagunaan tanah dan kawasan;

2) Sub Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Tanah;

Bidang  Survei, Pengukuran dan  Pemetaan,
membawahi ;

1) Sub Bidang Survei Pertanahan;
2) Sub Bidang Pengukuran dan Pemetaan;

Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan
dan Pertanahan Daerah sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), terlampir dalam lampiran VII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

mi.

Bagian Kedelapan
Kantor Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

(1) Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur
pendukung tugas Walikota dibidang pemuda dan olah
raga, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang pemuda dan olahraga.

(3) Kantor Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan
tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan
fungsi :

a.

b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan
olah raga;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga
terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Program;

d. Seksi Pemuda;

e. Seksi Olah Raga; .

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah
Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir
dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(3)

Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip merupakan
unsur pendukung tugas Walikota dibidang
perpustakaan umum dan arsip, dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang perpustakaan umum dan
arsip.

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip dalam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan
Umum dan Arsip;

b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai lingkup tugas dan fungsinya. ‘

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20
Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan
Arsip Daerah terdiri dari :
a. Kepala,;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perpustakaan Umum;
d. Seksi Kearsipan;
e. Seksi Pengembangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum
dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terlampir dalam lampiran IX dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV
LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota dibidang
penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan
yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2),
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh.

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup
tugasnya;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22
(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah terdiri dari : :
a. Kepala,
b. Unsur Pengarah, terdiri dari :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait; dan

2. Profesional / ahli.
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana,;

2. Sekretariat Pelaksana, membawahi :



(2)

(1)

(3)

(4)

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
membawahi :

a) Sub Bidang Pencegahan;
b) Sub Bidang Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawabhi ;
a) Sub Bidang Kedaruratan;
b) Sub Bidang Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
a) Sub Bidang Rehabilitasi;
b) Sub Bidang Rekonstruksi;
6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
a) Pembinaan dan Pengawasan;
b) Penanggulangan Kebakaran;
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala dan Unsur pengarah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf a dan huruf b, mengacu pada
ketentuan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku. '

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terlampir dalam lampiran X dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat KORPRI

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Sekretariat KORPRI merupakan bagian dari satuan
kerja perangkat daerah, secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI
dan secara administrasi bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas melaksanakan
dukungan teknis operasional dan administrasi pada
Dewan Pengurus KORPRI serta pembinaan terhadap
seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus
KORPRI.

Sekretariat KORPRI dalam melaksanakan tugas
sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :



a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum
dan kerjasama;

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga,
seni, budaya, mental dan rohani;

c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum
dan sosial;

d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan
Sekretariat Pengurus KORPRI; dan

€. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI terdiri dari :
a. Sekretaris;

b. Sub Bagian umum dan Kerjasama;

c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan
rohani;

d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam
lampiran Xl dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELONERING

Pasal 25
(1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana merupakan

jabatan struktural eselon II b.

(2) Sekretaris pada Badan dan Kepala Kantor merupakan
jabatan struktural eselon 1II a.

(3) Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Sekretaris KORPRI dan Kepala Bidang
merupakan jabatan struktural eselon III b.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbid, Kepala Seksi dan
Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.

(5} Kepala Subbagian pada Sekretariat KORPRI dan UPT
merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota,



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-
sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

Lembaga Teknis Daerah dan Lémbaga Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan Standar
Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 28

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII '
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 29

(1) Uraian tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota;

(2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Walikota ~ paling lama 3 (tiga) bulan sejak
diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib
mengangkat/melantik pejabat struktural sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Struktural yang ada pada saat diundangkannya
Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya dan menerima hak-haknya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang
pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum diangkat/dilantik oleh Walikota.



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

Umum

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas
dan dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat serta
penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan mendasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah,
maka organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan untuk menampung kebutuhan akibat perkembangan
keadaan dan perubahan ketentuan perundang-undangan terkait.

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain
untuk mendukung pencapaian visi/misi Pemerintahan Daerah. Sebagai
suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan
kebutuhan yang mendasarkan pada tujuan organisasi yang ingin
dicapai. Organisasi Pemerintah Daerah idealnya dirancang tidak terlalu
besar, ramping tapi mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat
dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategisnya. Azas
kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan,
kejelasan hirarkhi diharapkan dapat menjamin tercapainya visi/misi
organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat,
menyelenggarakan tugas pembangunan. Implikasi dari restrukturisasi
kelembagaan Perangkat Daerah dimungkinkan terjadi penggabungan
organisasi, pengembangan organisasi bahkan justru organisasi itu
sendiri dihilangkan. Hal ini telah menjadi keharusan agar supaya
kinerja Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan sesuai dengan
tingkat ekspektasi masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah, maka
diperoleh restrukturisasi organisasi lembaga-lembaga teknis daerah
sebagai berikut: '



a.Badan, meliputi :

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana,

Badan Komunikasi dan Informatika; |,

. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah;

nall el N

o ul

b. Kantor, meliputi:
1. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
2. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip;

c. Lembaga lain, meliputi:
1. Badan Penanggulanagn Bencana Daerah;
2. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31 '
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR g



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 50); dan

b. Ketentuan mengenai fungsi dan jabatan struktural
dibidang Perizinan dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal 10
ayat 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal {2 Maret 2014

AGUSSAHIMA

LEMBARAN DAERAH KOTA\BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 2



LAMPIRAN I:

I PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
STRUKTUR ORGANISAS NOMOR 2. TAHUN 2014
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
] [ ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN & EVALUASI KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| | | ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
ANALISIS PENCEGAHAN PELESTARIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN PENEGAKAN HUKUM
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
TEKNIS AMDAL 1 PELESTARIAN EKOSISTEM PENGENDALIAN LINGKUNGAN PENAATAN LINGKUNGAN
DARAT, PESISIR DAN LAUT
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
EVALUAS! AMDAL PEMANTAUAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN USAHA PEMULIHAN LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
WALIKOTA BATAM
UPT

AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2. TAHUN 2014

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN & EVALUASI KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
[ ] ] ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN PENEGENDALIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KEPANGKATAN PENGHARGAAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
MUTASI JABATAN DAN —t DATA DAN ARSIP PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KEPANGKATAN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN STRUKTURAL DAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGADAAN DAN MUTASI INFORMASI DAN PENGOLAHAN PENSIUN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN FORMAL
LAIN-LAIN DATA KEPEGAWAIAN
WALIKOTA BATAM
UPT

AHMAD DAHLAN



LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2. TAHUN 2014

STRUKTUR ORGANISASI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
[ [ ]
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN & EVALUASI KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| ] | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BINA IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, POLITIK
WAWASAN KEBANGSAAN KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

L _ N — 1

SUBBIDANG SUBBIDANG .
KEWASPADAAN DINI DAN SUBBIDANG UBBIDANG
KETAHANAN SEN[ DAN BUDAYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

BINA IDEOLOGI PENGAWASAN ORANG ASING
DAN LEMBAGA ASING PUBLIK DAN PENDIDIKAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
WAWASAN KEBANGSAAN PENANGANAN KONFLIK KETAHANAN AGAMA, KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI DAN FASILITASI PEMILU

WALIKOTA BATAM

UPT

AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2. TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
, DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN -
PERENCANAAN & KEUANGAN [UMUM DAN KEPEGAWAIAN]|
EVALUASI
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENINGKATAN KUALITAS PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN, PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
HIDUP PEREMPUAN GENDER PEREMPUAN DAN ANAK KESEHATAN REPRODUKSI
| L l | ]
SUBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | PEMBERDAYAAN _— PERLINDUNGAN - KELUARGA BERENCANA 1 po—— PENINGKATAN
ORGANISASI PEREMPUAN AKTIVITAS GENDER PEREMPUAN DAN ANAK KESEJAHTERAAN KELUARGA
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PARTISIPAS] ORGANISASI PENGUATAN — PENYULUHAN HAK [ KESEHATAN — —| PEMBINAAN KETAHANAN
PEREMPUAN KELEMBAGAAN GENDER PEREMPUAN DAN ANAK REPRODUKS! KELUARGA
UPT
WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA BADAN

LAMPIRAN V:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2. TAHUN 2014

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN & KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
EVALUASI
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
INFORMATIKA POS, PENYIARAN, DAN INFORMASI PUBLIK DAN PERSANDIAN DAN PENGOLAHAN DATA
TELEKOMUNIKASI DOKUMENTASI
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
INFRASTRUKTUR DAN — POS DAN PENYIARAN PENERANGAN MASYARAKAT PERANGKAT DAN ADMINISTRASI
PERANGKAT INFORMATIKA DAN MEDIA INFORMASI PERSANDIAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
APLIKASI E-GOVERNMENT — TELEKOMUNIKASI — —| PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA INFORMATIKA
PERANGKAT INFORMATIKA DOKUMENTASI

UPT

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN




STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN VI:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2. TAHUN 2014

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
_ ]
KELOMPOK JABATAN —
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN & KEUANGAN UMUM DAN
EVALUASI KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN DAN PERIZINAN EKONOMI PERIZINAN PEMBANGUNAN
KERJASAMA INVESTASI INVESTAS! PENGADUAN DAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
| | | ] | I I ] | ]
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PROMOSI KERJASAMA INFORMASI PENGAWASAN DAN PERIZINAN PERIZINAN PERIZINAN
INVESTASI INVESTASI DATA INVESTASI INVESTASI PENGENDALIAN PENGADUAN EKONOMI PERIZINAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
SOSIAL HIDUP
UPT WALIKOTA BATAM

T —
E L AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN VII:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN PERTANAHAN DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIS
_ [ ]
KELOMPOK JABATAN
PERENCANAAN & EVALUASI KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
I | I ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

SURVEY, PENGUKURAN
DAN PEMETAAN

— 1

PENATAAN PERTANAHAN

1

PENGELOLAAN BATAS NEGARA
DAN POTENSI KAWASAN

L

PENGELOLAAN [NFRASTRURTUR
KAWASAN DAN KERJASAMA

N

SUBBIDANG SUBBIDANG

SUBBIDANG

PENGELOLAAN BATAS NEGARA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR KAWASAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGELOLAAN POTENSI KERJASAMA PERBATASAN | ——— FASILITASI PENYELESAIAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
KAWASAN SENGKETA TANAH

PENATAGUNAAN TANAH

DAN KAWASAN

UPT

SURVEY PERTANAHAN

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN



LAMPIRAN VIII:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPALA KANTOR

SUBBAGA
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI

SEKSI SEKSI
PROGRAM PEMUDA OLAH RAGA

WALIKOTA BATAM

_———

AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN IX:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2, TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KEPALA KANTOR

SUBBAGA
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PERPUSTAKAAN UMUM KEARSIPAN PENGEMBANGAN

WALIKOTA BATAM

7

AHMAD DAHLAN




LAMPIRAN X:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2. TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA BPBD

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- SKPD Terkait KEPALA PELAKSANA
-PROFESIONAL/ AHLI BPBD

SEKRETARIAT

|

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN . UMUM DAN
DAN EVALUASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI PEMADAM KEBAKARAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG suB _-w ﬁﬁzmm PEMBINAAN DAN
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHA A PENGAWASAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PENANGODLANGAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI KEBAKARAN
WALIKOTA BATAM

UPT

HMAD DAHLAN




LAMPIRAN XI:
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2, TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KORPRI

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
UMUM DAN KERJASAMA OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, USAHA, BANTUAN HUKUM
MENTAL DAN ROHANI DAN SOSIAL

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN




